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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun
dalam rangka memberikan gambaran kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan dari sisi indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan, rencana
pelaksanaan kegiatan serta upaya yang akan dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kami mengharapkan rencana kerja tahunan ini dapat menjadi pedoman Direktorat
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target
kinerja serta sasaran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan di tahun 2022.

Jakarta, 31 Januari 2022




BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan adalah upaya terus menerus yang dilakukan oleh semua
komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Ini merupakan
investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif baik secara sosial
maupun ekonomis. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan
kesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan
utamanya dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan,
sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen
dan informasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut
memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan
lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan
demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral, dimana penekanan
diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan
preventif.

Dari upaya-upaya di atas, sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu upaya
yang berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Kesehatan khususnya
berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang memiliki tanggung
jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui
pelatihan. Sebagai upaya mencapai output dan outcome yang tertuang pada Rencana AKksi
Kegiatan, maka perlu disusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) sebagaimana telah disusun
pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan.

B. TUJUAN
Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dibuat
dengan tujuan sebagai berikut:
1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan dalam mencapai sasaran strategis;
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan tahun 2022 dalam mencapai indikator kinerja kegiatan;



3. Sebagai dokumen pendukung dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Direktorat

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2022.

C. MANFAAT

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2022
merupakan bentuk dokumen perencanaan tahunan cascading dari rencana aksi kegiatan
(RAK) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang
mengacu pada RPIJMN 2021-2024 dan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan tahun 2022 adalah berupa resume kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan
dan indikator output kegiatan berdasarkan rencana aksi, perjanjian kinerja, dan rencana kerja

(Renja).

E. SASARAN
Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan tahun 2022 adalah pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi:

1) Internal Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan termasuk diantaranya Project
Management Officer (PMO), Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat
Fungsional Umum;

2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;

3) Unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan.

F. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan Rencana Kerta Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan adalah:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020 —
2024.



BAB Il
VISI, MISI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. VISI, MISI

Pembangunan Indonesia tahun 2021-2024 mengacu pada visi misi serta arahan
presiden. Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2021-2024
adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-royong”. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar
Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan
pembangunan karakter. Melalui tiga pilar di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan
manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang sehat dan

cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2021-2024, Kementerian Kesehatan
kemudian menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2021- 2024 melalui
5 (lima) strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan
permasaalahan gizi ganda;

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;

4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

5. Penguatan Sistem Kesehatan.

Dari ke-5 strategi di atas, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berperan dalam
mendukung strategi Penguatan Sistem Kesehatan, yang diwujudkan melalui upaya
Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan. Strategi Direktorat Jenderal
Tenaga Kesehatan kemudian didukung oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
sebagai unit kerja eselon Il di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam
upaya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Untuk memastikan
pelatihan SDM Kesehatan yang diselenggarakan berkualitas, dilakukan akreditasi pelatihan
dan akreditasi institusi bagi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan, sehingga salah satu
indikator kinerja Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah persentase institusi

penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.



Arah kebijakan dan strategi yang tercantum di Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan tahun 2021-2024 didukung melalui pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP)
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berupa jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan
kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas. Berdasarkan IKP
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelatihan, namun sebagai
penyusun kebijakan terkait pelatihan bidang kesehatan. Melalui Undang-Undang Tenaga
Kesehatan tahun 2014 pasal 30, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dihadapkan
dengan tantangan terkait kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dimana dalam undang-
undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pasal 31 juga
menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan harus memenuhi program pelatihan dan
tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta
diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dalam
menjalankan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut Direktorat Peningkatan
Mutu Tenaga Kesehatan bertransformasi menjadi penyusun kebijakan terkait pelatihan serta
memegang kendali mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi
pelatihan.

Peran Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan semakin berkembang
terutama sejak terbitnya undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap
pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang
kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang
Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan
pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan
dan pengembangan karier. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai
hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam
pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi.
Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu
pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal
dan non klasikal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan saat ini menjalani peran dalam pengembangan kompetensi SDM Kesehatan,
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utamanya melalui pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Peningkatan

Mutu Tenaga Kesehatan memiliki struktur organisasi mengacu pada Permenkes Nomor 5

tahun 2022 seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
(Permenkes Nomor 5 Tahun 2022)

Bagan Stuhtur Organisasi
Binektorat Peninghatan, Mutw Tenaga, Hesehatan

Ir. Doddy Izwardi, MA
Direktur i Mutu Tenaga
drg. Leni Kuswandari, MKM dr. Dian Ramadhani
Project Management Office Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Yulia Fitriani, SKM, MKM Roostiati, SKM, MKM
Ketua Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan K-tm? Tim Kerja Pengembangan
Kompetensi Tenaga Kesehatan Pelatihan Bidang Kesehatan
Vermona Marbun, SMIP, Ariestya Anggraeni, SKM,| =
SKP. MKM MKM Febrina Dwi Permata, S.Psi
Ketua Tim Kerja Penjaminan aETIKeTE P eriRakeon Ketua Tim Pengembangan Pusat
r Mutu Pelatihan Bidang Keshetan it Kompeterisl Tahaga Sumber Belajar Digital

Kesehatan

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Direktorat Peningkatan Mutu

Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1.

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan
pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan
pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian
kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan
pelatihan tenaga kesehatan;

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan,
dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Direktur

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.03.01/F.V/803/2022, Direktorat

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menetapkan Tim Kerja di lingkungan Direktorat

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terdiri atas:

1. Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai

tugas melakukan:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

Penyusunan perencanaan tim kerja;

Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penilaian dan pemetaan
kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara,

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara,

Penilaian dan pemetaan kompetensi untuk pencapaian target IKK terkait substansi 9
penyakit prioritas (jantung, kanker, diabetes melitus, ginjal, hati, stroke/otak, KIA,
tuberculosis, dan penyakit infeksi) dan surveilans epidemiologi bagi tenaga
kesehatan;

Koordinasi antar Tim Kerja;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja termasuk
bidang pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-

waktu jika dibutuhkan.

2. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas

melakukan:

a) Penyusunan perencanaan tim kerja;

b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;

¢) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang pengembangan pelatihan;

d) Pengembangan kurikulum modul pelatihan untuk pencapaian IKK terkait substansi 9
penyakit prioritas dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;

e) Pengembangan kurikulum diluar pencapaian target IKK sesuai kebutuhan
melakukan koordinasi antar Tim Kerja;

f) Koordinasi antar Tim Kerja;

g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;

h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan



)

Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-

waktu jika dibutuhkan.

3. Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas

melakukan:

a)
b)

c)

d)

f)
9)
h)

)

Penyusunan perencanaan tim kerja;

Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi
institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);

Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi di bidang penjaminan mutu;

Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi
pelatihan dan sertifikasi pelatihan);

Koordinasi penyelenggaraan pelatihan terkait pencapaian IKK dan diluar target IKK
sesuai kebutuhan;

Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan;

Koordinasi antar Tim Kerja;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-

waktu jika dibutuhkan.

4. Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas

melakukan:

a)
b)

c)
d)

e)
f)
9)
h)

Menyusun perencanaan tim kerja;

Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pada program fellowship
tenaga kesehatan;

Fasilitasi penyelenggaraan pada program fellowship tenaga kesehatan;

Fasilitasi penyelenggaraan program inovasi peningkatan kompetensi tenaga
kesehatan;

Koordinasi antar Tim Kerja;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-

waktu jika dibutuhkan.

5. Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital, yang mempunyai tugas

melakukan:

a)
b)

Menyusun perencanaan tim kerja;
Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, Analisa data dan informasi, dan

pembuatan media promosi;



¢) Mengelola dan mengembangkan system informasi dan media promosi;

d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan promosi;

e) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

f) Menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau

sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Meskipun secara teknis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tidak lagi
menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan, tetapi Direktorat
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terlibat secara aktif dalam siklus manajemen pelatihan,
sebagaimana digambarkan dalam gambar di bawabh ini:

Gambar 2.2
Bagan Siklus Manajemen Pelatihan

SIKLUS MANAJEMEN PELATIHAN

EVALUAST —- — * 7
PROGRAM  FPHROSES
PELATIHAN PENGKAJIAN

KEBUTUHAN
r PELATIHAN

PENGENDALIAN
MUTU

PELATIHAN

PELAKSANAAN | \, /" PERUMUSAN
PROGRAM . TUJUAN
PELATIHAN PELATIHAN
MERANCANG
PROGRAM
PELATIHAN

Sumber: Pedoman Akreditasi Pelatihan Bidang Kesehatan

Proses Manajemen Pelatihan dimulai dari proses pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA)
untuk mendapatkan gap kompetensi SDM Kesehatan atau organisasi kemudian gap
kompetensi ini dianalisa apakah membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan
atau lainnya. Bila hasil TNA tersebut diperlukan suatu pelatihan maka masuk dalam proses
perumusan tujuan pelatihan yang dilanjutkan dengan proses merancang program pelatihan
yaitu membuat kurikulum pelatihan dan modul sebagai bahan belajar peserta latih. Setelah
kurikulum dan modul pelatihan selesai disusun, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan
program pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan, dalam hal ini UPT
Bidang Pelatihan Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan oleh Direktorat

Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.



BAB Il

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024,

RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran

strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan

dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Program

Sasaran

Indikator

Terpenuhinya SDM
kesehatan yang
kompeten dan
berkeadilan

Meningkatnya pemenuhan
dan pemerataan SDM

kesehatan yang berkualitas

Persentase faskes dengan SDM

kesehatan sesuai standar

Meningkatnya kompetensi
dan sistem pendidikan
pelatihan SDM kesehatan

Persentase fasilitas kesehatan

dengan SDM kesehatan yang

ditingkatkan sesuai

kompetensinya

Meningkatnya sistem
pembinaan jabatan
fungsional dan karir SDM

kesehatan

Persentase fasilitas kesehatan

dengan SDM kesehatan
tersertifikasi

*Sumber: Permenkes No0.13/2022 (hal.104) Tentang Perubahan Atas Permenkes No0.21/2020 Tentang Renstra
Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga

Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu

Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Kegiatan Sasaran Indikator Target
2022 2023 2024
Peningkatan Terlaksananya Jumlah tenaga 16.000 | 24.000 | 32.000
Mutu Tenaga peningkatan mutu | kesehatan di (kum)

Kesehatan

tenaga kesehatan

Puskesmas yang
terlatih surveilans

epidemiologi
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Jumlah tenaga
kesehatan di dinkes
Kabupaten kota yang
terlatih surveilans

epidemiologi

600 1.000

1.600
(kum)

Jumlah tenaga
laboratorium di
Labkesmas yang
terlatih surveilans

epidemiologi

2.000

3.000 | 4.000

(kum)

Jumlah SDMK yang
ditingkatkan
kompetensinya sesuai
dengan 9 penyakit

prioritas

20.000

25.000 | 30.000

Persentase institusi
penyelenggara
pelatihan bidang
kesehatan yang

terakreditasi

35 50 90

*Sumber: Permenkes No0.13/2022 (hal.399) Tentang Perubahan Atas Permenkes No0.21/2020 Tentang Renstra
Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Target Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan

baseline/trend dari capaian output pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan

Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai

satker penerima dana dekonsentrasi. Adapun definisi operasional dari indikator kinerja

kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

B. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022

Definisi Operasional dari indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu

Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.3

Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Dit. Peningkatan Mutu Nakes

Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan

Definisi Operasional

Cara Penghitungan

Jumlah tenaga
kesehatan di

puskesmas yang

Jumlah tenaga

Kesehatan di

Puskesmas yang telah

Jumlah kumulatif

tenaga kesehatan di

puskesmas yang
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Peningkatan Mutu

Tenaga Kesehatan

terlatih surveilans

epidemiologi

mengikuti pelatihan
terakreditasi yang
didalamnya terdapat
materi survailans dan
atau materi
pengumpulan data,
pengolahan data,
analisis data hingga

penyajian informasi

mendapat sertifikat
pada pelatihan
terakreditasi yang
didalamnya terdapat
materi survailans dan
atau materi
pengumpulan data,
pengolahan data,
analisis data hingga

penyajian informasi

Jumlah tenaga
kesehatan di dinkes
kabupaten/ kota yang
terlatih surveilans

epidemiologi

Jumlah SDM
Kesehatan di Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota yang
telah mengikuti
pelatihan terakreditasi
yang didalamnya
terdapat materi
survailans dan atau
materi pengumpulan
data, pengolahan data,
analisis data hingga

penyajian informasi

Jumlah kumulatif SDM
Kesehatan di Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota yang
mendapat sertifikat
pada pelatihan
terakreditasi yang
didalamnya terdapat
materi survailans dan
atau materi
pengumpulan data,
pengolahan data,
analisis data hingga

penyajian informasi

Jumlah tenaga
laboratorium di
Labkesmas yang
terlatih surveilans

epidemiologi

Jumlah tenaga
Laboratorium di
Laboratorium
Kesehatan Masyarakat
(Labkesmas) yang
telah mengikuti
pelatihan terakreditasi
yang didalamnya
terdapat materi
survailans dan atau
materi pengumpulan
data, pengolahan data,
analisis data hingga

penyajian informasi

Jumlah kumulatif
tenaga laboratorium di
Labkesmas yang
mendapat sertifikat
pada pelatihan
terakreditasi yang
didalamnya terdapat
materi survailans dan
atau materi
pengumpulan data,
pengolahan data,
analisis data hingga

penyajian informasi

Jumlah SDMK yang
ditingkatkan

Jumlah SDMK yang
ditingkatkan

Jumlah SDMK yang

telah mengikuti
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kompetensinya sesuai | kompetensinya melalui | pelatihan bidang

dengan 9 penyakit pelatihan bidang kesehatan sesuai
prioritas Kesehatan sesuai dengan 9 penyakit
dengan 9 penyakit prioritas

prioritas (Jantung,
Kanker, DM-ginjal-hati,
Stroke/Otak, KIA, TB,
Penyakit Infeksi)

Persentase institusi Persentase jumlah Jumlah institusi
penyelenggara institusi penyelenggara | penyelenggara
pelatihan bidang pelatihan bidang pelatihan bidang
kesehatan yang kesehatan yang kesehatan yang
terakreditasi terakreditasi, baik terakreditasi, baik

melalui penilaian awal | melalui penilaian
maupun reakreditasi, akreditasi awal
terhadap jumlah maupun reakreditasi

institusi penyelenggara | dibagi jumlah institusi

pelatihan yang penyelenggara
mengusulkan pelatihan yang yang
akreditasi mengusulkan

akreditasi, dikalikan
100

*Sumber: Permenkes No0.13/2022 (hal.497) Tentang Perubahan Atas Permenkes No0.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes
Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan, perhitungan capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi
dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja:

Capaian Kinerja

X100% =
Target Kinerja

C. RENCANA PENARIKAN DANA KEGIATAN TAHUN 2022
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan
Mutu Tenaga Kesehatan, ada proses rencana penarikan dana yang dilakukan oleh tim kerja

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan seperti pada gambar dibawah ini:
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Gambar 3.1

Rencana Penarikan Dana Dit. Peningkatan Mutu Nakes TA.2022

Rencana Penarikan Dana TA.2022

10,678,632,000
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BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang
merepresentasikan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi , untuk mengetahui progress serta permasalahan yang ditemui serta

upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

A. MONITORING

Monitoring dilakukan untuk memantau kegiatan yang berlangsung dalam tahun
anggaran berjalan, apakah telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan melihat
apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga
Kesehatan secara berkala, baik secara bulanan, triwulan dan semester, melakukan
monitoring terhadap pelaksanaaan kegiatan melalui penggunaan aplikasi sebagai berikut:
1) Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian

Keuangan;

2) E-Monev PP 39 Bappenas;
3) E-Performance Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan; dan
4) Sistem Informasi Realisasi Anggaran (SIRA) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan
apakah telah sesuai dengan outcome dan output yang diharapkan. Dari hasil monitoring yang
usdah dilakukan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melakukan evaluasi setiap
triwulan melalui pertemuan yang dilakukan secara daring/luring untuk mengetahui progress,
kendala serta upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian kinerja kegiatan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA 2022.
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LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022 DS:9128.3975.0668-2024

NOMOR : SP DIPA- 024.12.1.630870/2022

A, Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.Ul Mo. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara.
JUUNo. 6 Tahun 2021 tentang AFBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Megara/l smbaga 1 (024) KEMEMTERIAN KESEHATAN

2. Unit Organisasi 1 {12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

3. Provinsi : (01) DKl JAKARTA

4. Kode/Mama Satker 1 (B30B70) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAM

Sebesar 1 Rp. 1634470411000 ( SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH JUTA EMPAT RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut -
Kode dan Mama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir
Kode dan Mama Program dan Kegiatan : Jumish Uang
Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari
1. Rupiah Murmi Rp. 1.620.301.604.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam MNegeri Rp. ]
2. PNEP - Pinjaman Dalam MNegeri Rp. o
PNEF TA Berjalan Rp. 14,168 717.000 - Hibah Dalam Negeri Rp. ]
5. Hibah Langsung Rp. o
3. PinjamanHibah Luar Negeri Rp. o - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. o
- Pinjaman Luar Megeri Rp. o - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. o
- Hibah Luar Negeri Rp. i} 6. 5BSN PBS Rp. ]
D. Pencairan dana dilakukan melslui :
1. KPP JAKARTA VI {182) Rp. 1.634.470.411.000

E. Pemyataan Syarat dan Ketentuan {Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar DIPA Induk (Mama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIFA Pefikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stemp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Pefikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negarafuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penariken Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Il DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawsb terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalem DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat parbedaan data antara DIFA Petikan dengan database REA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-H/L-DIPA Kemanterian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIFA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januar 2022 sampai dengan 31 Desember 2022

Jakarta, 17 November 2021
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

bl
ISA RACHMATARWATA
MIP. 196812301991021001
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LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022

DS:912%.3975.0938-2024

Sathker : (B30870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAMN

o7 KESEHATAN Rp. 997 061.930.000
07.90 KESEHATAN LAIMNYA Rp. 997 061.930.000
10 PENDIDIKAN Rp. G3T.408.472.000
10.06 PENDIDIKAN TINGGI Rp.

63T.408.472.000

Halaman 1 dari 1
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LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022

DS:912%.3975.0838-2924

Sathar © (B30870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Rp. G01.645 240,000
DG.2075 Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Rp. 407.101.034.000
DG.20T8 Parencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Rp. 168.352.626.000
DG.2084 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Rp. 26.191.580.000
DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp. T60.008.712.000
DL 2076 Palatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp. T0.260.685.000
DL.2077 Pendidikan SDM Kesshatan Rp. 52.330.555.000
DL.5234 Palaksanaan Internship Tenaga Kesehatan Rp. 63T .408.472.000
WA Program Dukungan Manajemen Rp. 272.816.450.000
WA 4309 Tata Kelola SDM Rp. 38.711.825.000
WA 4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp. 233.104.625.000

Halaman 1 dan 1
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga - (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Crganizasi S{12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Provinsi S (o1) DK JAHARTA

Kode/Nama Satker - (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAM SDM KESEHATAN

Halaman: |4, &
Kegiatan o 2078 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan T0.260 685000
Indikatar Kinerja Kegistan : 1. 04 Jumiah 5DM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Tehnis Kesehatan, Fungsional Kesehatan Manajemen Kesehatan dan Manajemen Mon
Kesehatan Terakreditasi
2,02 Jumlah MSPH terkait pelstihan bidang kesehatan yang telah disusun
Klasifikasi Rincian Output 1 . 2076 ABG Kebijakan Bidang Kesehatan 12,00 Rekomendasi Kebijakan 2.226.571.000
Rincian Output oM ABG.053 Pemetaan Kebutuhan Pelatihan 4.00 Rancangan Kebijakan TTE G06.000
oz ABG.054 Evalussi Program Pelatihan 8.00 Rancangen Kebiakan 1.447 875000
Klasifikasi Rincian Output 2 . 2076.ADB Akreditasi Produk 500,00 produk 1.043.270.000
Rincian Output . m ADB.0S1 Akraditasi Pelatihan Bidang Kesehatan 500.00  Produk 1.043.270.000
Klasifikasi Rincian Output 3 . 2076 ADE Alreditasi Lembaga 50,00 Lembaga 1.707 462,000
Rincian Output . m ADE.OS1 Akraditasi Institusi Pelatinan Bidang Kesehatan 50.00 Lembaga 1.707.462.000
Klasifikasi Rincian Output 4 . 2076 ADG Standarisasi Profesi dan SO 3.000,00 Orang 2.249.877.000
Rincian Output - m ADG.051 Assesmen SOM Kesehatan 300000 Orang 2 240 877.000
Klasifikasi Rincian Output 5§ . 2076 AFA Worma, Standard, Prosedur dan Kriteria 4700 MNSPK 11.814.754.000
Rincian Output - m AFADS3 Furikulum Pelatihan Bidang Kesehatan 12.00 MSPK 1.933 558.000
o2 AFA054 Modul dan Media Pembelsjaran Pelatihan Bidang Kesehatan 1200 NSPK 7 183 056000

03 AFADG1 Pedoman/Juknis/Juklak Pelatihan Bidang Kesehatan 2300 NSPK 2 87 240.000

20




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022
I A, INFORMASI KINERJA

D5:9128.3975.0808- 2024

Kementerian Negarallembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Crganisasi S(12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SOM Kesehatan
Provinsi -{01) DKl JAKARTA
Kode/Mama Satker - (B30870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAMN SDM KESEHATAN
Halaman: 1A 7
Klasifikasi Rincian Output & . 2076.808 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 31,00 Lembaga 1.503.356.000
Rincian Output -om BDBE.0S1 Institusi Penyelenggaraan Pelatihan, Kepemimpinan dan Latsar 3900 Lembaga 1.503.356.000

CPNS Terakreditasi

Klasifikasi Rincian Qutput 7 - 2076.CBV Prasarana Bidang Kesehatan 100 Unit 45.588.303.000
Rincian Output . m CBWV.051 Prasarana Balai Pelatihan Bidang Kesshatan 100  Unit 45 588 303,000
Klasifikasi Rincian Qutput 8 - 2076.0CM Pelatihan Bidang Kesehatan 700,00 Orang 3.653.622.000
Rincian Output oM DCM.201 Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan 700.00 Orang 3853622000
Klasifikasi Rincian Qutput 9 - 2076.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Dasrah 1,00 Daerah (ProviKab/Kota) 482 470,000
Rincian Output oM FBA.O51 Pembinaan Wilayah 100 HKebikota 482 470,000
Kegiatan i Pendidikan SOM Kesehatan 52.330.555.000
Indikator Kinarja Kegiatan : 1. Jumizh Penerima Afirmasi Bantuan Bisya Pendidikan Diutamakan Pada Daerah Bermasalah Kesehatan Dan DTPK

2m Jumlah Prodi dan Lembaga Pendidikan SDM Kesehatan Yang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Program Pembangunan Kesehatan (kumulatif)

3.m Jumlah Tenaga Kesehatan Lulusan Poltekkes Kementerian Kesehatan Yang Didayagunakan Di Fasyankes Pemerintah
Klasifikagd Rincian Output 10 . 2077.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan 300 Rekomendasi Kebijakan 246 600,000

Rincian Cutput M ABG.O01 Hebijakan Pendidikan Tinggi Bidang Kesshatan 300 Rekomendssi Kebijakan 246 800,000
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2022
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

22

Unit Organisas 1 (12) Badan Pengembangan dan Pemberd 1 SDM K 1
Provinsi {01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker : (B30870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Halaman : 1A, 11
Klasifikasl Rinclan Output 4817 ABG Kebljakan Bidang Kesehatan 20,00 Rekomendasl Kebijakan T04.550.000
Rincian Output [i}] ABG.036 Regulasi Bidang SDM Kesehatan 20,00 Rekomendasl Kebijakan 704.550.000
Klasifikasl Rinclan Output 4817 AFA Morma, Standard, Prosedur dan Kriterla 20,00 NSPK 185.540.000
Rineian Output 01 AFADD Kebijakan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan o000  MNSPK 185.540.000
Klasifikasl Rinclan Output 4817 BOD Fasilitasl dan Pembinaan Kelompeok Masyarakat 6,00 Kelompok Masyarakat 1.200.000.000
Rinean Output 01 BDD.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat .00  Kelompok Masyarakat 1.200.000.000
Klasifikasl Rinclan Output 4817.CAN Sarana Bldang Teknologl Informasi dan Komunikasi 178,00  Unit 2.070.136.000
Rincian Output 01 CAN11T Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusat 33.00  Unit 553.100.000
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
02 CAN 31T Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusat 1200  Unit 223.400.000
Pendidikan SOM Kesehatan
03 CAN.319 Pengadaan Software Pusat Pendidikan SDM Kesehatan G.00  Unit 70.542.000
04 CAN.320 P d Antivirus Pusat Pendidikan SDM Keseh 7200  Unit 61.056.000
05 CAN.417 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pusat 20900  Unit 552.000.000
P 1 dan Pendayag n SDM K
08 CAN.51T Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat 2600  Unit 610.038.000
KTKI
Klasifikasl Rinclan Output 4817.EBA Layanan Dukungan Manapemen Internal 16,00 Layanan 197.922.076.000
Rincian Output 01 EBA.105 Layanan Umurm Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 1.00  Layanan 1.844.784.000
02 EBA.205 Layanan Umurn Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia 1.00 Layanan 1.511.350.000
Kesehatan
03 EBA.305 Layanan Umum Pusat Pendidikan SDM Kesehatan 100 Layanan 3,468,892 000




lan Negara/Lemb
Unit Crganisasi
Provinsi
Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022
I A. INFORMASI KINERJA

:(024)  KEMENTERIAN KESEHATAN

1 {12) Badan Py b dan Pemberd SDM

{01) DKl JAKARTA

: (B30870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

D5:0120-5075-0036-2024

Halaman: |4 12

Klasifikasl Rinclan Output

Rincian Qutput

Klasifikas Rinclan Output

Rincian Output

Layanan Dukungan Manajemen Internal

04 EBA 405 Layanan Umum Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM 1.00
Kesehatan

05 EBA.503 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasl Sekretariat KTKI 1.00

il EBA 505 Layanan Umum Sekretariat KTKI 1.00

or EBA 507 Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI 1.00

08 EBA.508 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat KTKI 1.00

Juk:] EBA.856 Layanan BMN 1.00

10 EBA 857 Layanan Hukum 1.00

11 EBA 958 Layanan Hubungan Masyarakat 1.00

12 EBA 860 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00

13 EBA 862 Layanan Umum 1.00

14 EBA 963 Layanan Data dan Informasi 2.00

15 EBA.584 Layanan Perkantoran 1.00

& . 4B17EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 196,00

01 EBB.110 Layanan Sarana Intemnal Pusat Peningkatan Mutu SDM 3.00
Kesehatan

02 EBB.210 Layanan Sarana Intemal Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia 11.00
kesehatan

03 EBB.310 Layana Sarana Internal Pusat Pendidikan SDMK kesehatan 94.00

04 EBB.410 Layana Sarana internal Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan 30.00

SDMK kesehatan

05 EBB.951 Layanan Sarana Intemal B8.00

9 . 4B17.EBC Layanan Manajemen SDM Intemal 1.020,00

]| EBC.112 Layanan Manajemen SDM Pusat Peningkatan Mutu SDM 68.00

Kesehatan

Layanan
Layanan

Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan

Unit
Unit
Unit

Unit
Unit

Unit

Orang

Orang

759.902.000

658.727.000
4.196.220.000
65.500.000
37.000.000
1.154.180.000
265.120.000
762.360.000
615.206.000
13.184.940.000
2.972.226.000
166.425.669.000

4 815.720.000

13.500.000

22.330.000

77.342.000
7.000.000

4 695.548.000

9.483.823.000

223.770.000
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022
| A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

120-3075-0038-2024

Unit Organtsasi 1 (12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi s {01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker . (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Halaman : | A 13
Layanan Manajemen SDM Internal Orang
0z EBC.113 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Peningkatan Mutu SDM 57.00 Orang 327.520.000
Kesehatan
03 EBC.212 Layanan Manajemen SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan 7400 Orang B84 222 000
04 EBC.312 Layanan Manajemen SDM Pusat Pendidikan SDM Kesehatan 7200 Orang 308 720.000
05 EBC.313 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pendidikan SDM 60.00 Orang 611.000.000
Kesehatan
[il:] EBC 412 Layanan Manajemen SDM Pusat Perencanaan dan g7.00 Orang 375.360.000
Pendayagunaan SDM Kesehatan
a7 EBC.413 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pusat Perencanaan dan 56.00 Orang 3B82.800.000
Pendayagunaan SDM Kesehatan
08 EBC512 Layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI 18500 Orang 190.850.000
Jul] EBC.513 Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Sekretariat KTKI 4100 Orang 1.138.250.000
10 EBC 954 Layanan Manajernen SDM 415500 Orang 3.266.621.000
1 EBC 996 Layanan Pendidikan dan Palatihan 15500 Orang 1.684.510.000
Klasifikasi Rincian Output 10 . 4817.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 19,00 Dokumen 16.446.350.000
Rincian Qutput 0 EBD.114 Layanan Perencanaan dan Pengganggaran Pusat Peningkatan 1.00 Dokumen 24,300.000
Mutu SDM Kesehatan
02  EBD.11S Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat Peningkatan Mutu 1.00 Dokumen 29.850.000
SDM Kesehatan
03 EBD.116 Layanan Manajemen Keuangan Pusat Peningkatan Mutu SDM 200 Laporan 31.170.000
Kesehatan
04 EBD.214 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat Pelatihan SDM 1.00 Layanan 510.889.000
Kesehatan
05 EBD.215 Layanan Pemantauan dan Evaluas Pusat Pelathan Sumber 1.00 Layanan 253.630.000
Daya Marnusia Kesehatan
[il:] EBD.216 Layanan Manajemen Keuangan Pusat Pelatihan Sumber Daya 1.00 Layanan 334.230.000
Manusia Kesehatan
07  EBD.314 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Pusat Pendidikan SDM 1.00 Dokumen 352.660.000
Kesehatan
08 EBD.315 Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pusat Pendidikan SDM 1.00 Dokumen 127 .960.000
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2022

Il. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi :(12) Badan Per i 1 dan Pemberday SDM Keseh
Pravinsl < (01) DKl JAKARTA

Kode/Mama Satker

: (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

Halaman : Il. &

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL v LAIN-LAIN JUMLAH KPPN | PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2076 |Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 24.481.382 45.788.303 70.269.685
2076.ABG |Kebijakan Bidang Kesehatan 2226571 - 220657 01.54
{01.54 DKI JAKARTA ! KOTA JAKARTA SELATAN)
01[RM 2226571 . 2226571 182
2076 ADB | Akreditasi Praduk 843270 100.000 1043270 01.54
(01.54 DKI JAKARTA { KOTA JAKARTA SELATAN)
01[RM 377 650 . a77.es0) 182
04|PMNBP 565620 100.000 665.620] 182
2076 ADE |Akreditasi Lembaga 1.607 462 100.000 1.707.462) 01.54
(01.54 DKI JAKARTA { KOTA JAKARTA SELATAN)
01[RM 1.607 462 100.000 1.707.462) 182
2076.ADG |Standarisasi Profesi dan SDM 2249877 - 2249877 01.54
(01.54 DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN)
01[RM 2201623 . 2201623 182
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DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA-024.12.1.630870/2022

Il. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi S12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi Ci01) DKl JAKARTA
Kode/Nama Satker : (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Halaman : |I. 7
Kewenangan L (KP) (dalam ribuan ruplah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI CARA
PEGAWAI BARANG MODAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN | PENARIKAN/
SOSIAL REGISTER
SELURUH
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 [ 7 B 9 10
04 |PNBP - 48254 - - - 48254 182
2076.AFA |Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 11.814.754 - - - 11.814.754) 01.54
(01.54 DKl JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - 11857121 - - - 11857121 182
04 |PNBP - 157633 - - - 167633 182
2076 BDB |Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - 1.503.356 - - - 1.503.356) ©01.54

(01.54 DKl JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN)

01 182
2076.C8Y |Prasarana Bidang Kesehatan - - 45.588.303 - - 45588303 01.54
(01.54 DKl JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN)
01|RM - - 45.588.303 - - 45.588.303 182@
2076.DCM |Pelatihan Bidang Kesehatan - 3.653.622 - - - 3.653.622) 01.54

(01.54 DKl JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN)

01|RM - 3653622 - - - 3653622 182
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Kementerian Negara/Lembaga :© (024)  KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2022
lil. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

20-3075-0038-2024

Unit Crganisasi c(12) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Provinsi S (01) DKl JAKARTA
Halaman : lll. 1
Kode/Nama Satker : (G30870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN {dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO|  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI | MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS |SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 4 7 8 ] 10 11 12 13 14 15 16
1l sa0870 SEKRETARIAT BADAN
PENGEMBANGAM DAN
PEMBERDAYAAN SDM
KESEHATAN
RENCANA PENARIKAN DANA 42,228 800 88.171.880 110.005 882 1201134.44 147.054.497) 121.608.507) 171.045.348 160.224.235) 152.077.650) 179.381.128( 204.574.167 130.083. 1.634.470.411
BELANJA PEGAWAI 6.757.274 6.757.274 6.757.274] 6.757.274 6.757.274 6.757.274) 6.757.274 6.757.274] B.757.274 6.757.274) 6.757.274 6.757.304 81.087.408)
BELANJA BARANG 34910474 74.202.60) o7.574604)  103.584.107) 130.244 842 104 633 694 154.127.507 152.916.020 144,704 435 172,052 911 197.265.072 132675530  1.498.082 700
BELANJA MODAL 560.941 5.122.004 5.674.004) 9.703.064 10.052.381 10217 530| 10.160.568) 550.941 615.941 550.941 550,841 551,035 54.400.303
024.12.0G.2075 | Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 12.262.151 14.836.783 17,834 637] 16.199.820f 16.226.331 18.312.724) 37.817.226 45249 629| §1.197.830 53.731.289| £3.020.820 40.311 508 407101034
| 62 BELANJA BARANG DAN |- 12262151 | 1asserey  7emaear | deiegez| | 16226331 1 1831z 37p17228|  aszaseos| | 51187830 saratzse  pac20s20|  d03i1ses 407.101.034
BARANG
Tw_.._u.cm.moqm Perencanaan dan Pendayagunaan 4.242.334 5027989 8.506.319] 11.896.841 18.760.606] 14.247.212) 21.244 955 21.780.947) 20219820 15.976.888) 15.727.055 10.631.665 168.352.626{
SDM Kesehatan
52 BELAMJA BARANG DAN 4.242.334 5027983 B.586.314] 11.796.841 18.625.606] 14.247.212) 21.244.955( 21.780.847) 20.154.820 15.976 888 15.727.055 10,631,665 168,052
BARANG
53 BELANJA MODAL o o of 100.000f 135.000) i i i 5.000) of ] o 300.000f
024.12.0G.2084 | Registrasi, Standardisasi, 2182514 2.182.514 2182514 2.182.514 2.1B2.514 2182514 2182514 2182514 2182514 2182514 2182514 2.183.935 26.191.589
Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan
- _IH_.H .m._.._
BARANG
53 BELANJA MODAL 36.01¢) 36.01¢) 36 016| 36.01¢f 36.016 36,016 36,016 36016 3018 36.018| W06 36.024) 432.200¢
024.12.0L.2076 | Pelatihan Sumber Daya Manusia 660.867) 6.027.051 6.927.051 13.334.154 13.328 651 13.307 240) 13.073.406] 702.833 501.043 489121 498,121 500,056 70,260,685
Kesehatan
52 BELANJA BARANG DAN 651.534 2.340.884) 2.349 68| 4.1B2.657 4.161.245 3.037.509 £94.500) 492.710) 490.788| 490.788 491.719f 24.481.389
BARANG
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